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ABSTRARK

Mundurmya Jenderal Besar ( Pum, |} Soceharde dar  tampuk
kekuasaannya telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan
kenegaraan Indonesia. Dia yang selama 30 tahun lebih berkussa dan
mengamandani  rezim Orde Baru dengan dukungan penuh THD telah
menciptakan sualy keadaan dimana tidak memungkinkan terjadinya proses
perawatan terhadap TN sendin. Kekuasaan yang dibangun sedemikian rupa
dengan menafikan krilik dan perbedaan pendapal sehingga banyak kalanya
penduasa mengidentizan dir sebacai sosok yang senantizsa benar, senantiasa
{ahu dengan keinginan warga negara bahkan antara person yang menjalankan
kekuasaan nagara menjadi sangat identik dengan nagara itu sendiri.

THI yang sudah malang melintang dalam percaturan politik nasional
talah manjadi sasaran amergh karena telah terlibatl terlalu jeun dalam
memainkan peran di luar batas tanggung jawab yang diperuntukkan kepada
sebuah organisasi tentara. Adalah kenyataan yang sulit sekali untuk dibantah
bamwa semenjak Indanesia merdeka TNl adalzh instiusi yang sulil uniuk
mermbatasi diri unluk hanya memerankan sebuah tanggung jawab. THI terlibal
baryak dalam barbagal aspek kenidupan, sosial, politik, ekonomi, partahanan,
keamanan bzshkan nyaris tanpa batas. Hal mana yang mencapal puncaknya
selamz rezim Orde Baru berkuasa dimana TN| telah menjadi suatu sosok
tentara penguasa yang hegemani

Pasca Orde Baru TNI dituduh bartanggung jawab atas banyak tindak
kekerasan, penghilangan, pelanggaran HAM, tindakan korupsi, kclusi dan
nepatisme. Tuduhan mana yang sebelum runtuhnya Orde Baru sudan permah
dilantarkan, namun tudiuhan ini seakan membentur suatu tembok kokoh dari
sebuag tirani yang sangat berkuasa, sehingga nyaris sefiap tudingan yang
datang dapat dipatahkan dan diakhiri dengan sangat baik,

Arus refarmasi yang begitu kuat telsh menyebabkan TN melahirkan
kebijakan untuk meredefenisi, mareposisi dan mereaktualisasikan peran TN di
dalam Indonesia baru, ini setidaknya melahirkan harapan bahwa THNI akan
mendapatkan posisi dan peran yang tepat di dalam sebuah negara bernama
Republix Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siapa yang pernah membayangkan bahwa sejak Juli 1997 mata
uang rupiah berubah menjadi manster yang meluluh lantakkan 22 tahun
pemerintahan yang cleh Robert P. Clarck disebut sebagai rezim militer
vang disahkan melalui proses konstitusional' 7. Nilal tukar rupiah
terhadap delar AS yang merosot demikian rupa bahkan diluar jangkauan
akal sehat ahl ekonom: sekalipun. Im memang soal nilal tukar dan
Indonesia tidak sendiri |, g2jala yang sama juga dialami aleh beberapa
negara Asiz; seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Tetapi siapa
menduga bahwa keadaan tersebut di Indonesia punya nilai historis yang
menurut Agus Wirahadukusumah bidak kalah bobotnya dengan kekalahan
Jepang pada Perang Dunia Kedua® |

Pada tanggal 21 Mei 1998 Allah S.W.T telah membuka pintu yang
lebar bagi bangsa Indonesia unluk menata kembali kehidupannya,
Soeharto yang selama ini menjadi penghalang ielah menyatakan tidak
sangauvp lagi untuk meneruskan kekuasaannya. Dengan demikian sebuah

rezim dengan THI sebagal pilar utamanya, khususnya TNl Angkatan

' Rohert B Clarck, 198%, Menguak Kekuasazn dan Tolifik di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakana,
hlm. 132

P Agus Wirzhadikusumah, * Befonmasi THL %, dalam Ages Wirshadubkssimah dkk, 1999,
YAng r-.u:mpu_‘r-;-;;i-] seorang perwira tinggi militer ini sedikit banyaknyn menggarmbarkan betnga
besamya keterkejutan kalangan militer terladap jaubaya Soeharmo



Darat yang menganggap Orde Baru sebagai karys besarnya,® telah
berakhir meskipun untuk membersinkan dan memperbaikinya kembali
butuh waktu dan kesungguhan seluruh komponen bangsa,

Kesan kejatuhan Jenderal Besar { purn. } Soeharto memang tiba -
tiba dan draslis. Tetap teniu saja hal tersebut bukan sesuatu yang |atuh
dari langit begitu saja. Demonstrasi mahasiswa” jusa bukan satu -
satunya kekuastan yang menyebabkan Soeharto " lengser " Belah jadi
memang fidak ada penyebab tunggal dari peristiwa tersebut. Sangatlah
kompleks dan saling berkaitan antara yang terjadi pada level nasional,
bahkan internasional sekalipun.

Reformasi  dalam pengertian perbaikan kehidupan bemegara
disegala bidang mutlak dilakukan sehingga sebagai bangsa kita tidak
terjerurmus  berulang  kali pada perangkap yang sama. Proses
pembaharuan harus dilakukan dengan sungguh — sungguh secara cepat
dan tepat sasaran. Semua tatanan kehidupan bernegara yang nyata —
nyata telah menyebabkan bangsa ini tarjerumus harus ditata ulang sesuai
dengan keinginan rakyat Indenesia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Indonesia sebagai sebuah negara yang tengah berkembang dan
masih berada dalam proses pencarian format kensegaraan yang ideal

setelah sebelumnya terceral berar berada di bawah permerintahan kaum

T

“ Ihid., hlm: 313

' Lihat Muridan 5. Widjojo eral. 1999, Penakluk Rezim Orde Bamu;  Gerakan Mahasiswa 93,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarna,
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penjajah, menentukan pikhan terhadap penempatan tentara, sebagal
saebuah institusi terlatin yang diberi wewenang aleh hukum uniuk memiliki
dan mempergunakan senjata akan membawa pengaruh yang besar bagi
kelangsungan hidup bernegara selanjutnya.

Setelah sekian lama tercbsesi oleh sejarah keberadaan TNl yang
dihahayatli sebagal sesuatu yang lain dan yang lain, maka penataan
kembali adalah suatu hal yang tidak bias ditunda dan tentu saja tidak
sekedar latah mengikuti arus reformasi yang tengah terjadi. Dengan kata
lain, proses pebakan terhadap institusi TMI haruslah sebagai bagian dari
wacana menuju ' Indonesia Baru " yang sedang berangsung, dan juga
bukan sekedar utak - atik kalangan intern THN] sendir, karena dalam
sebuah negara demckras) sebuah jawatan atau institusi tidak boleh
diperlakukan ssbagai milik pribadi oleh penguasanya, sebagal mana
dinyatakan Montesquieu dalam The Spint of the Laws.®

Keterlibatan tentare dalam peolitik kenegaraan di dunia kKetiga
merupakan sesuatu keadaan yang lidak bisa |:|i[:|ungl-c;'|ri.E Bahkan di
Indonesia tentara telah berada pada sualu posisi sebagai salah satu

kekuatan utama yang menentukan stste formation.’ Mamun tanpa

! udith ™. Shklar, 1998, Monjesquien Pepgeagas Trias Moliika, Pustaka Ulama Jrafit, Jakarma,
him. 1]

® Kecuali untuk beherapa negara antara lain . Malaysia, Singapur, Brunai Daressalam yang
sopanjang pengeraitan penulis tingkat keterlibatan tentaranve dalam dunia golitik berada dalam
taraf vang angat minim sekali,

? Indra Samego enal, 1998, Y Bila ABRI Menghendaki ¢, Mizan, Baodung, i, 23
Penempatan tenliva pada posisi ind parot diduga scbagai suatu pengabaian Kedavlatan rakyat,
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bermaksud  mengabaikan sejarah, zaman baru memerlukan tatanan
paru. Seandaminya kila lepaskan masalah masa lampau, maka abad baru
baoaimanapun past menghendaki tatanan kedudukan TN yang baru
dalam konstelasi tata negara Indonesia® Kegagalan menempatkan
tentara sesuai dengan keinginan rakyat akan mengakibatkan tidak
tuntasnya pembaharuan ity sendin sehingga meninggalkan  ranjau —
ranjau reformas: “s yang suatu saat akan meledak dan kembali
mengguncangkan tatanan kehidupan bermegara Indonesia.

Masa lalu tentara dan keterlibatannya dalam duniz  politik
Indonesia  adalah  sejarah dan suatuy  kenyatsan zaman, adalah
merupakan hak generast berikutnya untuk mempersiapkan  serta
mengorganisic  kehidupannya sesua dengan perkembangan zaman.
Sangat layak diperimbangkan babwa seluruh masa depan kita sebagai
bangsa yang bersatu, bergantung pada dapat tidaknya kita mencaru
suaty penyelesaian yang bijaksana dan adil atas perscalan - persoalan
vang kita hadapi sekarang ini. Kita perlu menghadapinya dengan
keterbukaan dan berani memilih jalan lain yang masih terbuka lebar untuk

keluar dari kesulitan dan kegagalan yang pernah kita hadapi, ™

karera dalan demokrast sesungguhnya tidok ada institus atae lembaga yang berkehendak sendisi
fanpa persctujuan rakyal.

"y B, Mangunwijzyn, 1999, Tentan dan Kaum Bersenjae, Eilangga, Takaria, Hm. 82

* Linat Anas Usbaningrom, 1998, * Ranjaw. = Ranjau Reformas * Potee Koalik Politik Pasca
Kontuhon Subarte, PT Rajatirafiindo Persada, Jokarta.

" Hasan Muhamenad Tiro, 1999, Untek Pemokeast Indongsia, Teplok Press, Takar. lilm, 2
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ANALISISIS YURIDIS PARADIGMA BARU PERAN THI

A, Paradigma Baru Peran TNI

Sebaik — baik kekuasaan dibungkus dan ditata secara rapi, ternyata
tentara Indonesia tidak mampu juga memperiahankan kekuasaan rezim
Soeharto. Kerapuhan rezim tersebut, menunagt peneliti LIP1, salah satunya
disababkan olah hancurnya lagitimasi kekuasaan tantara.’

Selama Orde Baru kiprah tentara merambah hampir hampir ke
segala celah kehidupan masyarakat. Hal ini akipat pensrapan doktrn
dwifungsi TNl yang tanpa batas. Mereka menjadi sebuah kekuatan yang
hegemeni di sebuah negara yang mengakui kedaulatan terlingginya berada
di tangan rakyat. Sebenarnya kritik terhadap peran tersebut telan dilakukan
olah barbagai kalangan samanjak tahun 19897 tatapi kritik tersebut saakan
hilang di telan masa, bahkan para pengkritik tersebut ada kalanya juga
hilang * terbawa angin. Dengan demikian terlihat behwa Crde Baru tidak
memberikan ruang yang cukup untuk membenzahi ataupun membuka
wacana berkenaan dengan peran tentara. Ini adalah sebuah fenomena

kontradikiif yang berkembang selama ini. Di salu sisi kalangan tentara

"kear Nusa Bakti et.al, 1998, Tenfarp Mendamba Mitra, Mizan, Bandung, hlm 243

® Lihar Rinaldo, 1996, * Implemeniasi Fungsi Sosial Politk ABR] Schagai Dampak Interpreipad UL
Mo, 2 Taben 1982 dalam Konteks Pernbengran Seinrah Pobitk Muil Indonesia = Skrpsi. Fakultas
Hukuin Universitas Andalas, Padang, dim. 146 - 151,



PENUTUP

A, KESIMPULAN

Dari uraian pada bab - bab terdahulu maka berkaitan dengan

permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut

1.

TH! disamping mengemban peran pertahanan negara, dengarn
dwifungsinya juga menjalankan fungsi socsial palitk. Peran nen-
militer tersebut mengalami perkembangan dan wakiu ke wakiu
yang mencapai puncaknya pada masa pemerntahan Orde Baru.
Pada masa tersebut THI| felah menjadi sebush kekuatan yang
hegemoni dan efeklif sebagai suatu alat politik.

Paradigma baru peran THI mengandung makna antara lain

- Suaty proses dinamis dalam rangka mengoreksi peran THI

berdasarkan pemikiran  prospekif ke masa dspan dan

memandangnya sebagai bagian dari sistemn nasional,

- Sebagai bagian dari reformasi kenegaraan dalam rangka

menujy Indonesia baru berdasarkan amanat Pembukaan ULUD

Sebagal implikasi yuridis dari paradigma baru peran THI maka
peruncang — undangan yang telah menyeshabkan THNI berada di

luar jalurnya harus segera ditinjau dan dirubah,
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